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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis empiris dan pembahasan yang telah dilakukan, 

penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan utama. Pertama, investasi sumber 

daya manusia yang mencakup pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja, dan 

penggunaan teknologi terbukti berpengaruh positif terhadap tingkat upah individu. 

Namun demikian, ditemukan adanya asimetri imbal hasil antar sektor. Pendidikan, 

masa kerja, dan pengalaman memberikan tingkat pengembalian yang lebih 

konsisten di sektor formal. Sebaliknya, di sektor informal, sebagian komponen 

khususnya pelatihan kerja tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap 

upah. Temuan ini mengindikasikan adanya kegagalan mekanisme sinyal 

produktivitas (signaling failure) di pasar kerja informal, di mana sertifikasi 

kompetensi formal belum sepenuhnya dikonversi menjadi premi upah yang 

memadai oleh pasar. 

Kedua, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan upah rata-rata yang 

signifikan secara statistik antara pekerja sektor formal dan informal. Berdasarkan 

hasil estimasi, rata-rata upah bulanan pekerja sektor formal tercatat sebesar 

Rp2.338.476, sedangkan pekerja sektor informal hanya sebesar Rp1.383.324, 

sehingga terdapat selisih absolut sebesar Rp955.152 per bulan. Besarnya disparitas 

ini menegaskan bahwa sektor tempat individu bekerja menjadi determinan yang 

sangat kuat dalam pembentukan tingkat pendapatan, melampaui peran atribut 

individu itu sendiri. 

Ketiga, melalui analisis dekomposisi Blinder–Oaxaca, ditemukan bahwa 

perbedaan karakteristik produktivitas tenaga kerja (endowment effect) memberikan 

kontribusi sebesar 38,96 persen terhadap kesenjangan upah antar sektor dan 

signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian dari ketimpangan 

upah memang disebabkan oleh fakta bahwa pekerja formal memiliki rata-rata 

pendidikan, penguasaan teknologi, dan keterampilan yang lebih tinggi. Namun 

demikian, komponen perbedaan imbal hasil atau struktur penghargaan (coefficient 

/ unexplained effect) tetap menjadi sumber utama ketimpangan dengan kontribusi 
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dominan sebesar 61,04 persen. Dominasi komponen ini menegaskan bahwa 

ketimpangan upah di Indonesia terutama bersumber dari faktor struktural dan 

segmentasi pasar. Atribut produktivitas yang sama seperti pendidikan dan 

pengalaman dihargai secara jauh lebih rendah di sektor informal dibandingkan di 

sektor formal karena ketiadaan regulasi perlindungan upah. 

Keempat, temuan-temuan tersebut memperkuat validitas teori segmentasi 

pasar tenaga kerja (Labor Market Segmentation) di Indonesia. Sektor informal tidak 

sekadar merupakan tahap transisi, tetapi berfungsi sebagai segmen sekunder dengan 

mekanisme penentuan upah tersendiri yang belum mampu memberikan 

penghargaan ekonomi proporsional. Dalam konteks negara berkembang, sektor ini 

berperan sebagai buffering system (sistem penyangga) yang menyerap kelebihan 

penawaran tenaga kerja ketika sektor formal gagal menyediakan lapangan kerja 

yang memadai. 

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa ketimpangan upah 

antar sektor di Indonesia merupakan fenomena struktural. Meskipun peningkatan 

kualitas SDM berkontribusi mengurangi kesenjangan, dominasi unexplained effect 

menunjukkan bahwa investasi sumber daya manusia bersifat necessary but not 

sufficient (perlu namun tidak cukup). Efektivitas investasi tersebut sangat 

bergantung pada perbaikan struktur pasar tempat tenaga kerja tersebut terserap. 

5.2 Implikasi Kebijakan 

Berdasarkan temuan empiris tersebut, dirumuskan implikasi kebijakan 

sebagai berikut: 

1. Penguatan Perlindungan Sosial bagi Pekerja Sektor Informal 

Mengingat sektor informal berfungsi sebagai buffering system dengan 

struktur upah yang rendah (akibat dominasi faktor struktural 61,04%), kebijakan 

tidak dapat semata-mata diarahkan pada sisi penawaran (kualitas pekerja). 

Diperlukan intervensi sisi permintaan berupa jaminan sosial ketenagakerjaan yang 

disubsidi atau diadaptasi skemanya agar terjangkau bagi pekerja informal yang 

rentan. 
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2. Standarisasi Pengakuan Kompetensi Lintas Sektor 

Temuan mengenai tidak signifikannya pengaruh pelatihan kerja di sektor 

informal mengindikasikan tidak adanya standar valuasi kompetensi. Diperlukan 

sistem sertifikasi keahlian nasional yang diakui oleh pasar informal dan UMKM. 

Hal ini bertujuan agar skill yang diperoleh dari pelatihan dapat dikonversi menjadi 

nilai ekonomi (kenaikan upah), mengurangi risiko signaling failure. 

3. Redesain Program Pelatihan Kerja Berbasis Kebutuhan Riil 

Pelatihan kerja (seperti Program Kartu Prakerja) harus direformasi agar 

tidak berhenti sebagai sertifikat administratif semata. Kurikulum pelatihan bagi 

pekerja informal harus difokuskan pada keterampilan teknis yang berdampak 

langsung pada produktivitas harian dan kewirausahaan, mengingat pasar informal 

cenderung menghargai output nyata dibandingkan sertifikat formal. 

4. Inklusi Digital sebagai Instrumen Peningkatan Produktivitas 

Temuan empiris menunjukkan bahwa pekerja informal yang menguasai 

teknologi menikmati premi upah yang sangat tinggi (karena kelangkaan skill digital 

di sektor ini). Oleh karena itu, kebijakan literasi digital dan akses infrastruktur 

internet bagi pekerja informal dan UMKM harus menjadi prioritas. Digitalisasi 

terbukti menjadi salah satu leverage (pengungkit) paling efektif untuk 

mendongkrak pendapatan di sektor informal. 

5. Pendekatan Regulasi yang Adaptif (Minimum Protection Floor) 

Memaksakan standar upah minimum formal ke sektor informal berisiko 

mematikan usaha kecil. Pendekatan yang lebih realistis adalah menetapkan standar 

perlindungan minimum (minimum protection floor) untuk mencegah eksploitasi 

ekstrem, sembari memberikan insentif bagi unit usaha informal untuk 

bertransformasi (formalisasi bertahap). 

5.3 Saran 

1. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan 

Pemerintah disarankan untuk mengubah paradigma dari sekadar 

"formalisasi administratif" menjadi "formalisasi kualitas". Fokus kebijakan 

sebaiknya diarahkan pada pengurangan hambatan struktural yang menyebabkan 
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rendahnya return investasi SDM di sektor informal, melalui pengakuan kompetensi 

dan perluasan akses pasar digital. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam menangkap faktor unobserved 

heterogeneity (seperti kemampuan bawaan/bakat dan motivasi) karena 

menggunakan data cross-section. Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan 

data panel untuk mengontrol dinamika upah individu dari waktu ke waktu. Selain 

itu, analisis ke depan dapat memasukkan variabel karakteristik perusahaan (seperti 

skala usaha) dan variabel institusional (seperti tingkat kepatuhan upah minimum 

daerah) untuk mempertajam analisis determinan struktural. 
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